

110

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 
Pengadilan yang memutuskan suatu perkara pidana harus mempertimbangkan mutu alat bukti yang digunakan. Dalam menangani suatu perkara pidana, kekuatan alat bukti juga sangat penting karena suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cepat tanpa adanya alat bukti tersebut. Namun, mengingat beratnya alat bukti, penyidik akan mengkaji tuntas kasus pidana tersebut.
Alat bukti memiliki peran krusial di proses pemeriksaan pada suatu persidangan. Pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah inilah yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang di hadapan persidangan. Apabila alat bukti berdasarkan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahaan seseorang, maka akan dibebaskan dari hukuman, namun jika terdapat bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut bersalah di hadapan pengadilan maka orang tersebut dipidana. Oleh karna itu harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian khususnya kecelakaan lalu lintas.[footnoteRef:1] [1: M. Yahya Harahap, Pembahasan Mengenai Penerapan KUHAP Pemeriksaaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali, Sinar Grafika, Jakarta, (2024), hlm. 273.] 

Dalam mewujudkan hukum yang berintegritas, pembuktian dalam putusan harus melampirkan/menyertakan minimal dua alat bukti yang sah, maka hakim tidak boleh semena-mena menjatuhkan pidana kepada seseorang sebagaimana termaktub dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Alat bukti yang sah ialah: 1) Keterangan saksi. 2) Keterangan ahli. 3) Surat. 4) Petunjuk. 5) Keterangan terdakwa.[footnoteRef:2] [2: Ibid., hlm. 285-286. ] 

Alat bukti keterangan saksi merupakan satu dari lima alat bukti yang sah menurut KUHAP. Alat bukti ini memegang peranan yang penting dalam proses pembuktian suatu perkara pidana sebab hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar pada pemeriksaan alat bukti keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi ini juga menimbulkan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP maka keterangan saksi merupakan alat bukti yang terpenting.
Keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merumuskan sebagai berikut:
Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.
Tampak ada tiga tolak ukur tanggungjawab keterangan saksi, yakni (a) melihat, (b) mendengar, dan (c) mengalami. Instrument alat ukur itu adalah mata, telinga, dan perasaan yang semuanya bersifat indrawi alami normal. Opini sebagai hasil rumusan olah pikir yang menjadi pendapat, asumsi, pernyataan, analisis atau kesimpulan dari saksi bukanlah bernilai alat bukti sehingga karena itu harus segera ditolak oleh penyidik pada saat penyidikan, dan hakim yang memimpin sidang atau oleh penuntut umum dan atau advokat.[footnoteRef:3] [3: Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, (2024), hlm. 263.] 

Namun, Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian BAP sebagai hasil pemeriksaan pihak penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka, tidak lebih dari sekedar pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan. Apa yang tertulis di BAP tidak menutup kemungkinan berisi pernyataan-pernyataan tersangka yang timbul karena situasi psikis, kebingungan, atau bahkan keterpaksaan disebabkan siksaan.[footnoteRef:4] [4: Ridwan Syaidi Tarigan, Tafsir Hukum BAP, melalui http://www.lawoffice-rstp.com/, diakses pada Tanggal 17 Maret 2026, Pukul 12.25 Wib.] 

Menurut Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan di tempat kejadian;
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.
Berita acara dibuat oleh pejabat (penyidik) yang bersangkutan dalam melakukan tindakan di atas dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat, ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan-tindakan di atas. Berita acara pemeriksaan (BAP) termasuk dalam isi berkas perkara. Pemeriksaan saksi termasuk dalam ranah Penyidikan. Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan Penyidik (Pejabat Polisi atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk menyidik) dalam hal dan menurut cara yang yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka, yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam BAP, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas. Pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP ini ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Perlu diingat bahwa penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa.[footnoteRef:5] [5: M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 143.] 

Pembuatan BAP terkait pemeriksaan saksi oleh penyidik secara garis besar adalah sebagai berikut:[footnoteRef:6] [6: Ibid. ] 

1. Menjelaskan keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam BAP. Prinsip pencatatan keterangan saksi yaitu dicatat sesuai kata yang dipergunakan oleh saksi.
2. Berita acara yang berisi keterangan saksi ditandatangani oleh penyidik dan saksi. Dalam penandatanganan berita acara pemeriksaan, harus diperhatikan dua hal:
a. Saksi menandatangani BAP setelah lebih dulu isi berita acara tersebut disetujuinya. Apakah persetujuan ini diberikan setelah dibacakan lebih dulu oleh penyidik di hadapannya atau penyidik menyuruh membaca sendiri? Yahya Harahap menjelaskan, sebenarnya cara kedua yang terbaik, jika saksi pandai membaca. Tetapi kalau dia tidak bisa membaca, tidak ada pilihan lain selain daripada membacakan berita acara di hadapan saksi oleh penyidik.
b. Undang-undang memberikan kemungkinan kepada saksi tidak menandatangani BAP. Kalau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam BAP, penyidik membuat catatan tentang ketidakmauan itu dalam berita acara. Catatan tersebut berupa penjelasan alasan yang menjadi sebab saksi menolak membubuhkan tanda tangan dalam berita acara. Dalam hal saksi tidak mau menandatangani berita acara ia harus memberi alasan yang kuat.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh penyidik saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, atau pihak lain terkait dengan tindak pidana. BAP berisi keterangan dan pengakuan yang diberikan oleh pihak yang diperiksa selama proses penyidikan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), BAP merupakan salah satu alat bukti yang diakui dan dapat digunakan di sidang pengadilan sebagai bahan pertimbangan hakim. BAP dapat dijadikan bukti utama atau pendukung, tergantung pada konteks dan relevansinya dalam pembuktian perkara. 
Meskipun memiliki kekuatan sebagai alat bukti, BAP harus diperiksa dan dikonfrontasikan dengan alat bukti lain serta harus memenuhi syarat keabsahan dan keaslian agar dapat diterima di persidangan. Sebagai catatan penting, BAP harus dibuat secara sah dan sesuai prosedur, serta harus dibacakan, dijelaskan, dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jika terdapat keberatan dari tersangka atau pihak yang memberi keterangan terhadap isi BAP, hal tersebut harus diperhatikan dan dapat mempengaruhi kekuatan pembuktiannya.
BAP memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pembuktian tindak pidana. Fungsi utama BAP adalah sebagai dokumen resmi yang berisi rangkaian keterangan dan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, maupun pihak lain yang terkait dengan tindak pidana yang sedang disidik atau diperiksa di pengadilan.
Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan yang telah didakwakan kepada terdakwa dengan pedoman dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Menurut Andi Hamzah, pembuktian merupakan upaya untuk mendapatkan keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada atau tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.[footnoteRef:7] [7: Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, (2024), hlm. 7-8.] 

Mengenai arti pembuktian dalam hukum acara pidana M. Yahya Harahap mendefinisakan pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.[footnoteRef:8] [8: M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, (2019), hlm. 136.] 

Pembuktian adalah proses atau usaha untuk menunjukkan, membuktikan, atau menguatkan kebenaran dari suatu fakta atau perkara tertentu di pengadilan atau dalam proses hukum lainnya. Tujuan utama dari pembuktian adalah agar hakim atau pihak yang berwenang mendapatkan kepastian dan keyakinan yang cukup bahwa sesuatu yang didakwakan atau dipersangkakan benar-benar terjadi dan sesuai dengan fakta yang ada. Secara umum, pembuktian melibatkan penyajian alat bukti, seperti saksi, dokumen, keterangan ahli, atau barang bukti, yang dapat mendukung atau menegaskan kebenaran dari suatu peristiwa atau keadaan tertentu.[footnoteRef:9] [9: Harry Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Perkara Pidana, Bandar Maju, Bandung, (2023), hlm.10.] 

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian sangat penting untuk memastikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah atau tidak bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sah dan cukup. Singkatnya, pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan pihak berwenang bahwa suatu hal yang didakwakan atau dipersangkakan adalah benar berdasarkan bukti-bukti yang sah dan cukup.
Salah satu contoh kasus yang menggunakan BAP sebagai salah satu alat bukti di persidangan, yaitu kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Medan, tepatnya di Jalan Raya Pelabuhan Belawan Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, Simpang Buaya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2025/PN Mdn. Adapun kronologi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 pukul 17.30 Wib Terdakwa atas nama Bambang Purnomo sedang mengemudikan 1 unit Mobil Barang Tractor Head BK 8373 CS dengan kecepatan 10 hingga 15 km/jam dari arah Gabion menuju ke arah Simpang Buaya. Pada saat terdakwa Bambang Purnomo hendak berbelok ke kanan menuju ke arah Simpang Buaya, terdakwa Bambang Purnomo tidak melihat sepeda motor Honda Beat BK 2202 AGT yang dikendarai oleh korban Anggiat Siregar sedang berada di depan sebelah kiri 1 unit Mobil Barang Tractor Head BK 8373 CS yang terdakwa kemudikan yang secara bersamaan juga hendak berbelok ke kanan menuju Simpang Kampung Salam, seketika bagian kiri mobil barang Tractor Head BK 8373 CS yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor Honda Beat BK 2202 AGT milik korban Anggiat Siregar yang mengakibatkan korban Anggiat Siregar terjatuh bersama sepeda motornya dan korban Anggiat Siregar terjepit di roda kiri mobil barang Tractor Head BK 8373 CS dan menyebabkan tangan kiri korban Anggiat Siregar putus, badan luka lecet, luka robek di bibir dan dagu. Kemudian korban Anggiat Siregar dibawa ke Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan, namun korban telah meninggal dunia saat tiba di rumah sakit atau DOA (Death On Arrive).
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Gambar 1
Sketsa TKP Kecelakaan Lalu Lintas

Akibat peristiwa kecelakaan tersebut, terdakwa akhirnya ditahan, dilakukan proses penyidikan, dituntut di pengadilan dan dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “mengemudikan kenderaan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.
Adapun salah satu alat bukti yang dipertimbangkan oleh hakim adalah alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi dan terdakwa, yang salah satu saksi yang di BAP tersebut adalah istri dari korban yang tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Sedangkan keterangan saksi dianggap bernilai jika saksi melihat sendiri, mendengar sendiri maupun mengetahui secara langsung peristiwa pidana tersebut. Oleh karena itu, penggunaan BAP terhadap saksi tersebut menimbulkan kontroversi terhadap proses pembuktian yang adil dan transparan.
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Gambar 2
Berita Acara Pemeriksaan Saksi

Keterangan saksi yang dimuat dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada umumnya dibuat oleh penyidik seperti kepolisian Republik Indonesia. Keterangan saksi adalah alat bukti yang utama, dalam hampir setiap perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Meskipun yang dimintai keterangannya oleh hakim dalam persidangan merupakan keterangan terdakwa, namun dilihat dari hierarki alat-alat bukti yang sah keterangan saksi (terutama saksi korban) dianggap yang pertama, karena keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang pengadilan.[footnoteRef:10] [10: Erick Malombeke, dkk, Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP) Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Lex Administratum, Vol. 9, No. 4, (2021), hlm. 141.] 

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat penting untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Salah satu alat bukti yang utama dan sering digunakan adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP merupakan dokumen resmi yang berisi hasil pemeriksaan dari penyidik terhadap tersangka, saksi, maupun korban yang dilakukan selama proses penyidikan berlangsung.
Pada kasus lakalantas, BAP memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu sumber utama untuk mengungkap fakta-fakta kejadian yang terjadi. Keabsahan dan kekuatan pembuktian BAP sangat menentukan tingkat kepercayaan terhadap keterangan yang diberikan dan berpengaruh besar terhadap putusan hakim di pengadilan. Oleh karena itu, kedudukan dan fungsi BAP harus dipahami secara mendalam agar penggunaannya dalam proses pembuktian dapat dilakukan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Berdasarkan Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2025/PN Mdn, pengadilan menegaskan bahwa BAP memiliki peran penting sebagai alat bukti yang dapat memperkuat atau melemahkan posisi pihak yang bersengketa dalam kasus lakalantas tersebut. Penggunaan BAP yang tepat dan benar akan memberikan jaminan terhadap keadilan dan kepastian hukum, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan dan fungsi BAP dalam proses pembuktian, khususnya dalam konteks kasus lakalantas, agar proses peradilan berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kekuatan Berita Acara Pemeriksaan dalam Pembuktian di Persidangan Kasus Lakalantas (Studi Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2025/PN Mdn)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari penjabaran latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kekuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam proses pembuktian di persidangan kasus lakalantas berdasarkan Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2025/PN Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam proses pembuktian kasus lakalantas berdasarkan Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2025/PN Mdn?
3. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi oleh hakim dan jaksa dalam menggunakan BAP sebagai alat bukti utama dalam persidangan kasus lakalantas berdasarkan Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2025/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan.
2. Untuk mengetahui kekuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam proses pembuktian di persidangan kasus lakalantas berdasarkan Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2025/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam proses pembuktian kasus lakalantas berdasarkan Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2025/PN Mdn.
4. Untuk mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi oleh hakim dan jaksa dalam menggunakan BAP sebagai alat bukti utama dalam persidangan kasus lakalantas berdasarkan Putusan Nomor 1331/Pid.Sus/2025/PN Mdn.
D. Manfaat  Penelitian
Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang pembuktian dan peran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam proses persidangan kasus lakalantas, serta menambah khazanah pemikiran mengenai kedudukan dan kekuatan alat bukti BAP dalam sistem peradilan pidana, serta mengkaji relevansinya dalam konteks putusan pengadilan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim, mengenai pentingnya penyusunan dan pemeriksaan BAP yang akurat dan lengkap dalam perkara lakalantas, serta menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi lembaga peradilan dalam memperbaiki prosedur dan standar dalam penggunaan BAP sebagai alat bukti utama dalam kasus lakalantas.
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sTya: _Mu Tahun 2000 Dua puluh fima, pukul 10.00 Wib,

R DAYAT : -

kat Ipda Nrp 7
ksl et ﬂaf'_“ik‘f Penyidik pada Kantor tersebut diatas Bersama - sama

~ MARDIAN T LSH:
Panghat APty NIp 79070371, selaky Penyidic Pembantu _pada Kantor fersebut diatas

perdasarkan Surat Koputusan b
Pebruari 2015, telah melakukan polda Sumut Nomor : SKEP / 180 / Il / 2015, Tanggal 27

e

~LEO BOY PREDY HUTAPEA-

Lahir di Belawa pada tanggal 01 Januari 1980, Umur 45 Tehun, Agama Kristen, Suku Batak,
Kewarganegeraan ; ey - g
Kampung Salam Lingkungan Xl Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Balawan, N.LK, KTP :
1271080101800007 Hp. 082161670748,

— lanya diperiksa dan dimintai keterangan peda saat sekarang ini selaku SAKSI, dalam
perkara Tindak Pidana * Kecelakaan Lalu lintas * yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juni
2025, sekira Pukul 17.30 Wib di Jin. Raya Pelabuhan Belawan, Kel. Belawan Il Kec. Medan
Belawan, Persis di Simpang Buaya, sesuai dengan laporan Polisi Nomor.: LP/ A /49 / VI /
2025 / SPKT. SAT LANTAS / POLRES PELABUHAN BELAW/AN / POLDA SUMATERA
UTARA, Tanggal 12 Juni 2025, sebagaimena dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) dari UU
R No. 22 Tahun 2009 Tentang UULAJ.

—— Atas pertanyaan yang diajukan pemeiiksa kepada yang diperiksa dan yang diperiksa
menerangkan sebagai berikut dibawah ini : «s—em e

PERTANYAAN : JAWABAN

01.  Apakah Saudara dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersediakah Saudara
diperiksa dan akan memberkan keterangan dengan sebenar-benamya ? Jelaskan. —

~ falam keadaan sehat jasmani dan Rohani sekarang ni dan bersedia
O S ean Kolorangan dengan sebenar-benaimya kepada pemeriksa

udara apa ssbabnya dipanggil dan diperksa uniuk diambil keterangan
& m:,ﬁt:zf presacion P2 Jia mengort sohubungan dengan hal apakah ity ?-—

apa sebabnya dipanggl dan diperksa untuk diambil
saat sekarang inf sehubungan dongan torjadinya kecelakaan

02. Saya mengertl

Ketorangan Saya
W Lalu Lintas.-

Ke hal 2/ 03. Kapan...
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